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ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan permasalahan
hukum setidaknya 2 hal: pertama, Pasal yang mengatur tentang
kelembagaan petani telah membatasi keberadaan kelembagaan petani
dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak
kebebasan berserikat. Kedua, pertentangan antara pasal satu dengan
yang lain, yakni Pasal 69 ayat (2) yang menegaskan pembentukan
kelembagaan petani sesuai dengan kondisi nilai dan kearifan lokal
petani. Disisi lain Pasal 70 ayat (1) merumuskan secara terbatas
kelembagaan petani. Perumusan kelembagaan petani yang terbatas,
tidak mencerminkan luasnya nilai dan kearifan lokal petani di
Indonesia. Untuk itu, supaya tidak merugikan secara lanjut,
dimohonkanlah judicial review ke MK dan MK telah mengabulkan
sebagian permohonan dari pemohon melalaui Putusan No. 87/PUU-
X1/2013.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka
(library research) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Pendekatan
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan
hukum kemudian dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada
penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar 1945, Putusan MK,
peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang organisasi
petani. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku
dan jurnal yang berkaitan dengan hak kebebasan berorganisasi.
Penelitian ini menggunakan teori generasi HAM, teori negara hukum
dan teori demokrasi dalam menganalisis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengabaikan tujuan
daripada negara hukum. UU tersebut telah membatasi jaminan hak
kebebasan berorganisasi bagi petani sebagai hak sipil politik yang telah
dijamin konstitusi. Kemudian implikasi dari putusan MK tersebut
terhadap hak kebebasan berorganisai bagi petani adalah memperkuat
jaminan hak kebebasan berorganisasi bagi petani, sehingga
implementasinya nanti keberadaan organisasi petani di luar yang
ditentukan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sah
secara hukum serta petani boleh bergabung atau tidak bergabung



dengan organisai bentukan pemerintah dan masuknya petani ke dalam

organisai bentukan pemerintah harus dipahami bukan karena paksaan
melainkan kesadaran.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-X1/2013,
hak kebebasan berorganisasi, kelembagaan petani.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)
salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita
tersebut harus diusahakan negara ke berbagai sektor, dalam hal
ini dikhususkan pada wilayah pertanian. Bidang pertanian
peranannya penting sekali menopang kehidupan bangsa, karena
berkaitan dengan penyediaan pangan pokok masyarakat. Sebagai
organisasi  tertinggi, negara  harus  melindungi  dan
memberdayakan pelaku sektor pertanian yang biasa disebut
petani.’  Perlindungan dan pemberdayaan tersebut oleh
Pemerintah diimplementasikan ke berbagai kebijakan yang
sebelumnya telah dituangkan dalam regulasi baik itu Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan lainnya.

Tindak lanjut upaya perlindungan dan pemberdayaan petani
oleh pemerintah melalui regulasi disahkannya Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (UU Perlindungan dan Perberdayaan Petani). UU tersebut

bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan

! Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, dan,/ atau peternakan. (Lihat ketentuan umum UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).
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masyarakat, Khususnya petani secara terencana, terarah dan
berkelanjutan.

Permasalahannya, apa yang menjadi tujuan UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini tidak sepenuhnya
diwujudkan dalam pasal-pasal peraturan tersebut. Celakanya
beberapa pasal UU tersebut bertentangan setidaknya dua hal:
pertama, bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 berpotensi membatasi petani untuk
mengekspresikan  dirinya dalam berlembaga dan tidak
mencerminkan semangat pemenuhan hak kebebasan berkumpul,
berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 70 ayat (1) UU
Perlindungan dan Perberdayaan Petani menyatakan:

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) terdiri atas:

a. Kelompok Tani:?

b. Gabungan Kelompok Tani;*

c. Asosiasi Komoditas Pertanian;* dan

d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.’

2 Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan
sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk
meningkatkan serta untuk mengembangkan usaha anggota.

% Gabungan kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani
yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan
efisiensi usaha.

* Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok

tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan
petani.

® Dewan Komoditas Nasional adalah suatu lembaga yang beanggotakan
Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
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Berdasarkan ketentuan di atas, negara yang diwakili
pemerintah mencoba untuk menerapkan pembatasan terhadap
keberadaan kelembagaan petani. Rumusan pasal tersebut dapat
dipahami bahwa kelembagaan yang sah secara hukum hanya
yang telah ditentukan dan tidak memberi ruang terbentuknya
kelembagaan petani lain di luar yang telah ditentukan. jika
melihat masa lalu, pemerintah pernah menerapkan korporatisme,
yakni memfasilitasi terbentuknya dan menentukan bentuk
lembaga petani secara sepihak (sentralisme). Dengan ketentuan
demikian, kejadian terdahulu Rezim Orde Baru berpotensi
terulang, yaitu pemberlakuan organisasi petani dalam wadah
tunggal yang dikooptasi oleh penguasa dan petani hanya
diberikan kesempatan berorganisasi dalam wadah yang sudah
ditentukan. Padahal di Indonesia dengan berbagai macam budaya,
norma, nilai, dan kearifan lokal petani turut mempengaruhi ragam
pembentukan lembaga petani. Misalnya: Serikat Petani,
Kelembagaan Subak (Bali), Kelompok Wanita Tani, dan lain
sebagainya.’

Selanjutnya, pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani yang berbunyi: “Petani berkewajiban bergabung dan
berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1).”’

Frasa “berkewajiban” atau “wajib” dalam suatu peraturan

perundang-undangan memiliki arti bahwa ketentuan tersebut

® putusan MK No. 87/PUU-X1/2013.

" Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
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memaksa subjek yang dikenai hukum untuk menjalankan apa
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Bahkan jika ketentuan tersebut dilanggar, maka seringkali disertai
dengan ancaman sanksi. Dengan mewajibkan petani untuk
bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan yang telah
ditentukan, pemerintah telah melanggar hak konstitusional warga
negara tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kedua, pertentangan antara pasal satu dengan lainnya yakni
Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan:

“Pembentukan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya,

norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.”®

Rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa pembentuk
UU berusaha untuk menyerap dan mengakomodir masyarakat
tani dalam berlembaga yang sesuai dengan kearifan lokal masing-
masing. Tetapi di sisi lain, Pasal 70 ayat (1) yang telah
disebutkan diatas justru membatasi keberadaan lembaga petani
dan menutup ruang untuk penyerapan aspirasi pembentukan
kelembagaan petani yang sesuai dengan kondisi lingkungan
sosial budaya petani.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut supaya
tidak merugikan secara lanjut, maka kelompok masyarakat petani
bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa
pasal dalam UU tersebut. Para pemohon mendalilkan bahwa

8 pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
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beberapa pasal UU Perlindungan dan Pemberdayaan bertentangan
terhadap norma hak asasi yang diatur oleh konstitusi sehingga
sangat tidak mendukung kebebasan berserikat masyarakat petani.
Hasil judicial review, MK mengabulkan sebagian permohonan
tersebut, yang termuat dalam Putusan Nomor 87/PUU-X1/2013.
MK telah memutuskan bahwa pasal-pasal dalam UU
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah sebagai
berikut. Pasal 59 tentang kemudahan bagi petani untuk
memperoleh lahan pertanian. Pasal 70 ayat (1) tentang
kelembagaan petani. Pasal 71 tentang kewajiban petani

bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani.’

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
agar pembahasan dalam penyusunan penelitian ini lebih terarah
dan sistematis, penyusun merumuskan pokok permasalahan
adalah
1. Bagaimana hak kebebasan berorganisasi petani dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani?
2. Bagaimana hak kebebasan berorganisasi pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-X1/2013?

® Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-X1/2013.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak kebebasan

berorganisasi petani dalam Undang-undang Nomor 19
Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI1/2013 tentang
Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap

hak kebebasan berorganisasi petani.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan

sumbangan khazanah keilmuan hukum tata negara,
terutama mengenai implikasi  putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-X1/2013 tentang Judicial
Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap hak

kebebasan berorganisasi petani.

. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari
Fakultas Syariah dan Hukum maupun di luar Fakultas

Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan agar tercapai

tujuan penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya

ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap implikasi putusan
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MK Nomor 87/PUU-XI1/2013 tentang Judicial Review Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani terhadap hak kebebasan berorganisasi
Petani. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan
terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang
dijadikan sumber rujukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Tulisan Sri Wahyuni dan Syahyuti yang berjudul
“Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan
Dan Pemberdayaan Petani.” Tulisan tersebut membahas tentang
kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal,
sosialisasi masih lemah, dan petani sendiri belum memahami
kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu, ke depan perlu
upaya berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan dapat
terlaksana, terlebih dengan adanya revisi UU Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani oleh Mahkamah Konstitusi.'

Adapun
dalam tulisan ini, penyusun menfokuskan kelembagaan petani
dalam perspektif hak kebebasan berorganisasi.

Kedua, Tulisan Syahyuti yang berjudul “Pengorganisasian
Secara Personal Dan Gejala Individualisasi Organisasi Sebagai
Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani Di Indonesia.”
Tulisan tersebut membahas tentang pola pengorganisasian yang
unik pada petani di Indonesia pada saat ini yakni gejala

“Individualisasi ~ organisasi” yang merupakan kenyataan

sesungguhnya dalam organisasi-organisasi formal milik petani.

19 Syahyuti, Sri Wahyuni dkk., “Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-
Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” Analisis Kebijakan
Pertanian, Vol. 12 No.2 (Desember 2014).
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Petani merupakan aktor sosial yang rasional kreatif yang
menggunakan berbagai sumberdaya lembaga dan organisasi
sebagai modal dalam menggerakkan usahanya. Pemberdayaan
petani ke depan semestinya memberi peluang kepada bentuk-
bentuk lain selain organisasi formal, karena relasi sosial yang
efektif tidak hanya berlangsung dalam organisasi formal.**
Adapun tulisan ini membahas implikasi dari revisi UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh MK terhadap hak
kebebasan berorganisasi bagi petani.

Ketiga, Tulisan Abdul R. Budiono yang berjudul “Hak
Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional”.
Tulisan tersebut membahas tentang jaminan konstitusional hak
kebebasan berserikat bagi pekerja sebagaimana tertera dalam
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang
atas kebebasan berserikat, berkumpul, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat. Asas yang ada di dalam konstitusi
tersebut diterapkan ke dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Materi hak untuk bebas berserikat
bertujuan agar pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja
mempunyai posisi tawar terhadap pengusaha. Posisi tawar serikat
pekerja diharapkan bisa  meningkatkan fungsi serikat pekerja

1 Syahyuti, “Pegorganisasian Secara Personal dan Gejala

Individualisasi Organisasi Sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri
Petani di Indonesia,” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 30 No. 2
(Desember 2012).
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dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.'* Adapun tulisan
ini membahas hak kebebasan berserikat dalam ruang lingkup
prtani.

Keempat, tulisan Afwit Freastoni dan Sirajudin yang
berjudul “Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak
Asasi Petani Sebagai instrumen mewujudkan ketahanan Pangan
Berkelanjutan Di Indonesia” yang tersebut membahas tentang
perlindungan lahan pertanian pangan yang bertujuan untuk
keberlangsungan tanaman pangan yaitu padi, yangmana
merupakan tanaman penghasil beras. Ketergantungan tanaman
pangan terhadap ketersediaan lahan merupakan dasar dari upaya
perlindungan lahan pertanian. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
berlaku sebagai payung hukum dari usaha mempertahankan lahan
untuk pertanian pangan terhadap kepentingan pembangunan.
Tetapi jika ditelaah lebih lanjut keberadaan UU tersebut hanya
terpaku pada mempertahankan keadaan lahan pertanian saja tidak
mempertahankan keberadaan lahan secara berkelanjutan. Arah
dan tujuan politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan untuk upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit
dilakukan, upaya vyang dapat dilakukan hanya bersifat
pengendalian. Masyarakat yang diperlukan untuk itu adalah
perangkat peraturan yang tegas dan harus didukung oleh

keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang

12 Abdul Rachmad Budiono, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Sebagai Hak Konstitusional,” Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4 (Desember
2016).
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dilengkapi dengan teknologi yang memadai.* Adapun tulisan ini
menitikberatkan perspektif HAM dan demokrasi terhadap
organisasi petani.

Kelima, Raja Adil S. dalm “Tinjauan Yuridis Terhadap
Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan” yang membahas tentang keberadaan
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terkekang karena
adanya campur tangan pemerintah dalam pemberian izin terhadap
pemberlakuan syarat administratif, sehingga Ormas yang tidak
sejalan dengan pemerintah akan sulit dalam mendapatkan syarat
administratif. Ormas yang terlibat dalam memperjuangkan
kemerdekaan Republik Indonesia (RI) seperti Muhammadiyah,
Nahdlatul Ulama (NU), Perhimpunan Gereja Indonesia (PGI)
akan dilarang melakukan kegiatan dan dinyatakan ilegal ketika
tidak mendaftarkan diri, maka ini akan dapat membatasi hak
organisasi setiap warga negara sebagaimana telah dijamin oleh
UU atas kebebasan tersebut. Implikasi diberlakukannya UU
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan
berpengaruh pada kebebasan Ormas dalam menjalankan kegiatan,
dan akan menyebabkan Ormas yang tidak memenuhi unsur dalam
mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dilarang

melakukan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan dengan UUD

3 Afwit Freastoni dan Sirajudin, “Politik Hukum Perlindungan Lahan
Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan
Pangan Berkelanjutan di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 2
(Desember 2010).
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NRI 1945 Pasal 28] ayat (2) yang menentukan bahwa
pembatasan tersebut dilakukan dengan UU hanya dengan tujuan
untuk (i) melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan
orang lain, (ii) memenuhi tuntutan yang adil atas dasar
pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan Kketertiban
umum. Hal ini yang tidak boleh dilakukan pemerintah sepanjang
Ormas tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana disebutkan dalam UU.* Adapun tulisan yang
disusun ini, menyinggung kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat berdasarkan UU Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dan setelah judicial review atas UU
tersebut.

Keenam, Tulisan Tri Agung S. dalam “Dinamika Strategi
Organisasi Tani Pasca-1965 Di Indonesia” yang membahas
perubahan strategi dan dinamika gerakan tani pasca Orde Baru
dengan fokus utamanya (i) sejumlah faktor penting yang telah
memberi sumbangan terhadap terjadinya perubahan strategi
gerakan dan (ii) implikasi dari perubahan strategi tersebut
berpengaruh pada karakter gerakan dan perubahan sosial yang
hendak dicapai oleh organisasi gerakan itu sendiri. Setelah
jatuhnya rezim Orde Baru, sebagian besar organisasi tani secara
terbuka dan tidak ragu lagi menyebut tujuan utama gerakan

mereka adalah melakukan perubahan sosial di pedesaan yang

4 Raja Adil Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan
Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” , Jurnal
JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015).
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bersandar pada reforma agraria.’> Adapun tulisan ini, membahas
tentang bagaimana hak kebebasan berorganisasi sebelum dan
pasca Putusan MK atas judicial review UU Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani.

E. Kerangka Teoretik
Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada,
dibutuhkan suatu jawaban dari permasalahan tersebut, namun
untuk menemukan suatu jawaban diperlukan langkah-langkah
yang berupa teori. Teori sangat diperlukan dalam setiap
penyusunan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan
penyusunan untuk mengurai pokok-pokok permasalahan yang
diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori
menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang
menunjukkan masalah penelitian dalam suatu teoritis yang

relevan atau mampu menjawab suatu masalah.*®

1. Teori Negara Hukum
Konsep negara hukum di dunia dibagi menjadi dua yakni
rule of law dan rechtstaat. Menurut A.V. Diccey, the rule of
law Dberarti bahwa kekuasaan tidak didasarkan atas
kesewenang-wenangan sehingga individu memiliki kepastian
perlindungan hukum atas hak privatnya berhadapan dengan

pemerintah. The rule of law memiliki 3 unsur yakni:

> Tri Agung Sujiwo, Dinamika Strategi Organisasi Tani Pasca-1965 di
Indonesia. Jurnal Analisis Sosial Vol. 15 No. 1 (Juni 2010).

6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1986), him. 122.
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a. Supremasi hukum yakni tidak ada kesewenangan sehingga
seorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum;

b. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa
maupun pejabat, ini berarti tidak ada orang yang berada di
atas hukum;

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan
keputusan pengadilan.*’

Sedangkan negara hukum rechsstaat, menurut Julius
Stahl 4 (empat) unsur yang harus ada yakni:

a. Perlindungan hak asasi manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin
hak-hak tersebut;

c. Pemerintahan  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan;

d. Peradilan administrasi.'®

Menurut Jimly Asshiddigie, suatu negara dapat
dikatakan negara hukum apabila memiliki unsur sebagai
berikut:

Supremasi Hukum;

Persamaan dalam hukum;

Asas Legalitas (Due Proces of Law);

Pembatasan Kekuasaan berdasarkan undang-undang
dasar;

Organ-organ penunjang yang independen;
Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
Peradilan bebas dan tidak memihak;
Mahkamamah Konstitusi;

Perlindungan hak asasi manusia;

Bersifat demokratis (Democratische Rechtsstaat);

oo o

oS Q tho

" Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),
him. 82-83.

18 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Press, 2013), him. 55.
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k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
kesejahteraan (welfare staat);
I. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengeloaan
kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel.*®
2. Teori Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori generasi HAM diiniasi oleh sarjana hukum dari
Perancis yang bernama Karel Vasak. la melakukan pemetaan
berbagai macam HAM ke dalam Klasifikasi yang telah
ditentukan. Klasifikasinya dengan cara membagi berdasarkan
“generasi” yang bertujuan untuk menunjuk pada substansi
dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada pada satu
kurun waktu tertentu. Teori tersebut muncul atas inspirasi
slogan Revolusi Perancis yang populer itu, yaitu: “kebebasan,
persamaan, dan persaudaraan.”zo

HAM  generasi pertama  berhubungan dengan
“kebebasan” untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni
hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak tersebut sering
diistilahkan dengan “hak-hak negatif’. Maksudnya, tidak
terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada
tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan
individual. Termasuk dari generasi pertama ini adalah hak
hidup, kebutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka
dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan

berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk

19 Jimly Asshiddigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana llmu Populer, 2007), him. 310.

%0 gyparman Marzuki, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta:
PUSHAM UII, 2008), him. 14-15.
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berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak bebas
dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut,
dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Ciri khas
dari hak tersebut adalah “bebas dari.”*

Selanjutnya HAM generasi kedua menitik beratkan pada
“persamaan” dalam perlindungan bagi hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya. Hak-hak ini timbul dari tuntutan agar
negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar
setiap orang. Negara dengan demikian dituntut untuk lebih
aktif, agar hak-hak tersebut dipenuhi. Termasuk dalam
kategori hak-hak kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan
upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas
perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat,
dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan,
dan kesenian. Oleh karena itu, generasi kedua ini dirumuskan
dengan istilah dalam bahasa positif “hak atas”.?

Kemudian HAM generasi ketiga berhubungan dengan
hak “persaudaraan”. Hak-hak ini timbul dari desakan negara-
negara berkembang atau Dunia ketiga atas tatanan
internasional yang adil. Melalui tuntutan hak atas solidaritas
tersebut, negara-negara berkembang menginginkan tatanan

ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi

2L |pbid,..hIm. 15.
22 1bid, ..hIm. 15
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terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii)
hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri;
(iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; (v) hak atas warisan
budaya sendiri. Inilah isi dari generasi ketiga hak asasi
manusia itu.”®

3. Teori Politik Agraria

Menurut Urip santoso, Politik Agraria adalah garis besar
kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara,
mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil
manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam
lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan
rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.%

Politik agraria dapat dilaksanakan, diwujudkan dalam
sebuah Undang-undang yang mengatur agraria yang memuat
asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis
besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksananya. Dengan
demikian berhubungan erat antara politik dan hukum.

F. Metode Penelitian
Dalam menyusun penulisan ini, penyusun menggunakan
metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penyusun menggunakan metode kepustakaan (library

research), yakni serangkaian kegiatan yang berhubungan

2 pid, him. 16.

# Urip Santoso, Hukum agraria: Kajian Komprehensif, (Jakarta:
Kencana, 2012), him. 24.
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dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata
lain  library research  merupakan penelitian  yang
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data
penelitiannya.”

2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian
dengan menekankan cara menggambarkan, menguraikan, dan
menganalisa  objek  penelitian,  dimaksudkan  untuk
memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian
secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan
yang ada.”® Yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-X1/2013.

3. Pendekatan penelitian
Jenis pendekatan yang akan digunakan penyusun dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang
mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori
hukum maupun asas hukum. peraturan perundang-undangan
yang berhubungan yakni UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan petani. Juga putusan MK
Nomor 87/PUU-X1/2013.

% Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), him. 17.

% H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 104.
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4. Bahan hukum
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

mencakup seperangkat peraturan perundangan-undangan.

Adapun bahan primer yang akan digunakan dalam

penelitian ini yaitu:

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani;

3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

4) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-
X1/2013.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan sebagainya

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
Diantaranya Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini
dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab dan
masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga
membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, pendahuluan, memuat tentang latar belakang
yang menjelaskan alasan-alasan munculnya suatu masalah.
Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum atas hak
kebebasan berorganisasi dan organisasi petani.

Bab ketiga, membahas tentang putusan MK Nomor
87/PUU-X1/2013 judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bab keempat, hak kebebasan berorganisasi petani dalam
UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dan implikasi Putusan MK Nomor
87/PUU-XI1/2013 terhadap hak kebebasan berorganisasi bagi
petani.

Bab kelima, akan berisi kesimpulan yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah. Kemudian ditutup dengan saran-

saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa bahan dan pembahasan uraian di atas
maka secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
petani pada mulanya diberikan kebebasan berorganisasi yang
berupa pembentukan kelembagaan petani yang sesuai dengan
perpaduan budaya, nilai, norma, dan kearifan lokal petani.
Tetapi disisi lain, petani dalam hal hak kebebasannya
berusaha dibatasi oleh keberadaan Pasal UU Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani yang lain. Kemudian petani
diwajibkan untuk bergabung dan berperan aktif dalam
kelembagan tani yang telah ditentukan pemerintah. Hal itu
dapat dipahami bahwa materi perlindungan hak kebebasan
berorganisasi bagi petani dalam UU Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani saling bertolak belakang dan
mengurangi semangat melindungi hak-hak petani .

2. Pada tanggal 5 November 2014, MK mengabulkan sebagian
terhadap permohonan para pemohon yang telah menguji UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Putusan MK telah
mengembalikan ~ semangat UU  Perlindungan  dan
Pemberdayaan Petani yang harus berdasarkan tujuan negara
hukum akan jaminan hak asasi manusia. Hal substansif dari
Putusan MK tersebut berimplikasi terhadap penguatan hak

kebebasan berorganisasi bagi petani dalam wujud antara lain:

77
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B.

pertama, kelembagaan yang ditentukan dalam UU
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak hanya terbatas
pada 4 (empat) kelembagaan petani yang antara lain
Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian
Nasional, melainkan termasuk juga kelembagaan petani yang
dibentuk oleh para petani. Kedua, berperan aktif masuk ke
lembaga petani yang telah ditentukan bukan lagi merupakan
suatu kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah melainkan
atas inisiatif dari petani sendiri untuk berperan aktif
mengembangkan dirinya pada kelembagaan petani. Tugas
pemerintah hanya menghimbau agar petani masuk ke dalam
lembaga petani. Mengingat bahwa pembentukan organisasi
tani oleh petani sendiri merupakan bentuk kebebasan
berkumpul dan berserikat maka, bagi petani ikut organisasi
atau tidak adalah merupakan suatu hak dan pemerintah tidak
lagi memaksa dengan mewajibkan petani untuk berperan aktif

masuk ke lembagaan petani.

Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut di atas, ada

beberapa saran yang dapat penyusun berikan:

1.

Kepada Pemerintah
Dalam membuat kebijakan di sektor pertanian, pemerintah
harus memperhatikan kembali mengenai sejauhmana

pemerintah dapat ikut campur dalam pemenuhan dan



79

perlindungan hak-hak petani. Campur tangan terlalu jauh,
membuat jaminan hak-hak petani terkurangi.

Kepada Kelembagaan Petani

Mendukung secara legal maupun secara materil setiap
pembentukan  kelembagaan atau  organisani  petani
bagaimanapun bentuknya asalkan sesuai perpaduan nilai,
norma, budaya, dan kearifan lokal masyarat petani. Karena
sejatinya, Indonesia yang menganut negara hukum yang
menjamin persamaan hak dan kedudukan warga negara dalam

hal ini masyarakat petani.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasar warga negara, negara menyelenggarakan

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,

bahwa kec (nduuugan 111(,11111§>kdlnyd puubahdn iklim,
kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha,
globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem
pasar vang tidak berpihak kepada petani, schingga
bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini

berlaku belum mengatur perlindungan dan
pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik,
bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d

perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang . . .
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28 -
Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban mendorong dan

memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan
Kelembagaan Ekonomi Petani.

(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari
budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70
(1) Kelembagaan Petani scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
a. Kelompok Tani;
b. Gabungan Kelompok Tani;
c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik
Petani.

Pasal 71
Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 72

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk
Petani.

(2) Pembentukan . . .



PUTUSAN
Nomor 87/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1]) Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujan Undang-Undang Nomor Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Petani

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

diajukan oleh:

[1.2] 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS),
dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Gunawan

Jabatan : Ketua Eksekutif IHCS

Alamat : Jalan Pancoran Barat Il Nomor 38A, Jakarta Selatan

sebagai Pemohon [;
2. Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Henry Saragih

Jabatan : Ketua Umum SPI

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan

sebagai Pemohon II;

3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy
(FIELD), dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Widyastama Cahyana
Jabatan : Direktur Eksekutif FIELD
Alamat :Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI AL Rawa Bambu,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
sebagai Pemohon Ni;

4. Aliansi Petani Indonesia (API), dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Muhammad Nur Uddin
Jabatan : Sekretaris Jenderal API|
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[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ssluruh pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah, permchonan para Pemohon beralasan menurut hukum  untuk
sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a guo;
4.2) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan paermohonan & quo;
[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sabagaimana tslah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permahonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomwor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tshun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak
dimaknai “‘termasuk kelembagaan p’e"ta)n' yang dibentuk oleh para
petani”;

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tshun 2013 tentang
Perindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petan yang
dibentuk ofeh para petani™

Pasal 70 syat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tshun 2013 tentang
Perfindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
lndoneda Tahun 2013 Nomar 131, Tamb;'d_.)_an Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Kelembagaan
Petani sebagaimana M dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a.
Kelompok Tani: b. Gabungan Kelompok Tani: c. Asosiasi Komoditas
Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta
kelembagasn petani yang dibentuk oleh para petani™

Kata “berkewsiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nemor 19 Tahun
‘2015 tenhné Perﬁncium,én dan Pe;'nbefda_yaaﬂ ‘Petari (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2093 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
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